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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan emisi gas karbon dioksida (CO2) dalam beberapa dekade 

terakhir merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius dan menjadi 

perdebatan dunia global karena mengakibatkan perubahan iklim yang sangat 

drastis.1  Terdapat sejumlah penyebab perubahan iklim yang menyebabkan 

meningkatnya emisi gas CO2. Beberapa faktor penyebab utama berkaitan 

dengan aktivitas yang dilakukan manusia. Pembangunan infrastruktur yang 

berkelanjutan, deforestasi untuk perluasan lahan perkebunan, dan kegiatan 

pertambangan adalah beberapa di antara banyak penyebab perubahan iklim.2 

Meskipun dampak perubahan iklim akan berbeda-beda di setiap negara, 

namun fenomena ini menjadi ancaman serius yang dirasakan oleh semua 

negara di dunia. Efek perubahan iklim berkembang secara bertahap dan erat 

hubungannya dengan peningkatan emisi gas rumah kaca.3  

Mengacu pada laporan Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), Sebuah lembaga yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1988 melalui kolaborasi 

 
1  Randal Jackson, 2023, Climate Change: Vital Signs of the Planet, “Effects: The Effects of 

Climate Change”, https://climate.nasa.gov/effects/ (diakses pada 1 September 2023 Pukul 13.29). 
2  Renny Candradewi Puspitarini, Runitya Zurisyadai Rompa Batan, Randy Bion Bramastya, 

“Peran Organisasi Internasional dalam Atasi Perubahan Iklim dalam UNFCCC”, Jurnal Sosial 

Politik Integratif, Vol. 2 No. 1, Januari 2022, hal. 36 
3  Pedro Mariani, 2023, ALI Social Impact Review, “Climate Change and International 

Cooperation – ALI Social Impact Review”, 

https://www.sir.advancedleadership.harvard.edu/articles/climate-change-and-international-

cooperation, (diakses pada tanggal 1 September Pukul 13.34) 

https://climate.nasa.gov/effects/
https://www.sir.advancedleadership.harvard.edu/articles/climate-change-and-international-cooperation
https://www.sir.advancedleadership.harvard.edu/articles/climate-change-and-international-cooperation
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antara World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations 

Environment Programme (UNEP), dengan tujuan menyediakan data ilmiah 

mengenai perubahan iklim, pada tahun 2021, tercatat emisi gas karbon 

dioksida (CO2) telah meningkat sebesar 1,5% per tahun jika dihitung dari 

2010-2019. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan konsumsi energi 

fosil di negara-negara berkembang.4  

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

yang disahkan sejak tahun 1992 telah membentuk dasar hukum global bagi 

kerja sama internasional dalam penanggulangan permasalahan perubahan 

iklim.5 Protokol Kyoto yang juga merupakan sebuah perjanjian internasional 

di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) yang disahkan pada 1997 telah mengatur secara konkret langkah-

langkah untuk mengatur serta mengurangi emisi karbon dioksida dan gas 

rumah kaca dalam jangka waktu tertentu.6  

Perubahan iklim yang menjadi isu global pada beberapa dekade terakhir 

turut melahirkan kesepakatan kerja sama internasional melalui Paris 

Agreement pada tahun 2015. Terciptanya Paris Agreement merupakan respon 

terhadap pertumbuhan industri yang pada masa itu ditandai oleh 

pembangunan pabrik-pabrik dalam skala besar yang memerlukan konsumsi 

energi dalam jumlah besar dalam pengoperasiannya. Pada proses 

 
4 IPCC, 2021, IPCC Sixth Assessment Report, “Climate Change 2021: The Physical Science 

Basis”, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport (diakses pada 1 September 2023 Pukul 

13.36). 
5 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992 
6 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), "The Kyoto Protocol", 

1997 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport
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industrialisasi, terdapat banyak bentuk degradasi lingkungan, salah satu yang 

sangat mengkhawatirkan adalah peningkatan akumulasi emisi gas rumah 

kaca dalam atmosfer. Akumulasi dari gas rumah kaca tersebut menjadi 

penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dampaknya dirasakan 

secara global hingga saat ini. 7  Paris Agreement pun lahir sebagai upaya 

konkret dalam mengatasi masalah global ini.  

Melalui Paris Agreement, UNFCCC telah mencapai puncaknya dalam 

menerapkan dan meningkatkan kerangka kerja berbasis peraturan multilateral 

untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, efektivitas dari kebijakan ini 

sangat bergantung pada sejauh mana para pihak menjalankan kewajiban 

mereka. Partisipasi serta ambisi menjadi tidak dapat terwujud jika para pihak 

gagal memenuhi komitmen dan mematuhi kesepakatan tersebut. 8  Suatu 

upaya kolektif yang dapat dilakukan bagi negara yang mengalami perubahan 

iklim karena peningkatan emisi gas karbon dioksida (CO2) adalah dengan 

melakukan dekarbonisasi.  

Dekarbonisasi adalah upaya untuk mengurangi emisi karbon yang timbul 

dari penggunaan energi fosil, dengan tujuan untuk mencapai tingkat emisi 

yang sangat rendah. Secara sederhana, dekarbonisasi adalah upaya mengganti 

penggunaan bahan bakar fosil dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan, 

 
7  Hanna Mustika Lailita, 2020, ResearchGate, “Analisis Kerja Sama Rezim Perubahan Iklim 

Internasional dalam Paris Agreement 2015”, 

https://www.researchgate.net/publication/342380959_Analisis_Kerja_Sama_Rezim_Perubahan_Ik

lim_Internasional_dalam_Paris_Agreement_2015#fullTextFileContent,  (diakses pada tanggal 7 

September 2023 pukul 20:25) 
8 Achala Abeysinghe dan Subhi Barakat, 2016, “The Paris Agreement: Options for an Effective 

Compliance and Implementation Mechanism. International Institute for Environment and 

Development”, JSTOR, http://www.jstor.org/stable/resrep02659, (diakses pada tanggal 7 September 

2023 pukul 20:39) 

https://www.researchgate.net/publication/342380959_Analisis_Kerja_Sama_Rezim_Perubahan_Iklim_Internasional_dalam_Paris_Agreement_2015#fullTextFileContent
https://www.researchgate.net/publication/342380959_Analisis_Kerja_Sama_Rezim_Perubahan_Iklim_Internasional_dalam_Paris_Agreement_2015#fullTextFileContent
http://www.jstor.org/stable/resrep02659
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seperti sumber energi terbarukan. 9  Dekarbonisasi memiliki peran krusial 

dalam pencapaian tingkat emisi gas karbon dioksida yang sangat rendah dan 

pemenuhan komitmen internasional dalam menangani permasalahan 

perubahan iklim.  

Konsep dekarbonisasi merupakan langkah strategis yang sudah banyak 

diterapkan oleh negara-negara maju guna mencapai target emisi yang lebih 

rendah. Dekarbonisasi juga melibatkan proses peralihan dari penggunaan 

sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil menuju sumber energi yang 

lebih bersih serta berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga air, angin, 

bioenergi, dan geothermal.10 Upaya dekarbonisasi tidak hanya sebagai cara 

untuk mengurangi emisi karbon, melainkan dapat menjadi peran penting 

dalam pencapaian target dunia global untuk menjaga stabilitas iklim global 

dan mencegah dampak yang serius akibat adanya perubahan iklim.11 

Penerapan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan tidak 

dapat dipisahkan dari usaha untuk mengurangi emisi karbon. Penerapan dan 

pengembangan teknologi tentunya tidak terlepas dari terjalinnya kerja sama 

dengan negara lain. Isu perubahan iklim yang dirasakan dunia global dapat 

menjadi kesempatan bagi negara-negara untuk melakukan kerja sama dan 

dalam upaya mengurangi pemanasan global. 

 
9 Sahid Yudhakusuma Kalpiakajati, Sapto Hermawan, “Hambatan Penerapan Kebijakan Energi 

Terbarukan di Indonesia”. Batulis Civil Law Review Vol. 3 No. 2, November 2022, hal. 190. 
10  International Renewable Energy Agency (IRENA), IEA, and REN21 “Renewable Energy 

Policies in a Time of Transition”, (International Renewable Energy Agency (IRENA), IEA, and 

REN21, 2018). 
11 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), "Paris Agreement", 

2015 
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Kerja sama internasional menurut K.J. Holsti adalah bentuk kolaborasi 

yang melibatkan dua negara atau lebih yang saling berinteraksi secara 

langsung dalam menangani isu atau permasalahan tertentu dan memiliki 

kepentingan bersama. 12  Kerja sama internasional dapat diartikan sebagai 

jenis hubungan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya 

dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengadvokasi 

kepentingan bersama di tingkat global.13  Melalui kerja sama internasional, 

negara dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan teknologi 

ramah lingkungan. Upaya kolaboratif ini dapat mempercepat pengembangan 

dan adopsi teknologi yang membantu mengendalikan serta mengurangi emisi 

karbon.14 

Kerja sama dengan negara lain diperlukan untuk membantu memenuhi 

kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh negara, baik melalui 

bantuan langsung maupun tidak langsung yang timbul dari kerja sama 

tersebut.15 Dalam konteks dekarbonisasi, kerja sama internasional memiliki 

peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan emisi karbon yang lebih 

rendah secara global. Negara perlu melakukan kerja sama dalam upaya 

pengembangan teknologi dekarbonisasi, pengurangan emisi karbon, dan 

promosi energi terbarukan. Kerja sama internasional juga dapat berperan 

 
12  K.J. Holsti, “Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis (jilid 2), (Jakarta: Erlangga, 

1988), hal. 209. 
13 Yanuar Ikbar, “Metodologi & Teori Hubungan Internasional”, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2014), hal. 273 
14 Allan Dahl Andersen, Bjorn Johnson, “Low-Carbon Development and Inclusive Innovation 

Systems”, Vol. 5 No, 2, Taylor and Francis Online, 2015, hal. 291. 
15 Era Riana, “Kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam Mendukung Program One Village One 

Product (OVOP) di Indonesia 2013-2015”, Vol. 3 No. 1, Jom Fisip, 2016, hal. 5. 
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dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya 

dekarbonisasi. Paris Agreement pada Article 4 Nomor 4 yang berbunyi16: 

“Developed country Parties should continue taking the lead by 

undertaking economy-wide absolute emission reduction targets. Developing 

country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are 

encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or 

limitation targets in the light of different national circumstances.” 
 

Artikel ini mengindikasikan bahwa negara maju memiliki tanggung 

jawab untuk menjadi pionir dalam mencapai target pengurangan emisi yang 

berdampak luas pada sektor perekonomian. Sementara itu, negara 

berkembang diharapkan untuk terus meningkatkan upaya mitigasi serta 

kemungkinan penerapan pembatasan dalam konteks situasi nasional yang 

kompleks.  

Prinsip ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa negara-negara 

maju tetap menjadi pelopor dalam upaya mitigasi perubahan iklim, 

mengingat negara maju memiliki keunggulan dalam aspek ekonomi dan 

upaya pengurangan emisi yang lebih cepat. Dengan demikian, negara maju 

dapat memberikan kontribusi sesuai dengan keunggulan mereka, sementara 

negara berkembang terus berupaya dalam mitigasi perubahan iklim dan 

mempertimbangkan tantangan domestik yang mereka hadapi. Pada akhirnya, 

hubungan antara negara maju dan berkembang menjadi "positive sum game," 

di mana keduanya mendapat manfaat dari apa yang mereka lakukan.17 

 
16 UNFCCC (Paris Agreement), Op. cit Article 4 Number 4. 
17 Robert O’Brien dan Marc Williams, “Global Political Economy: Evolution and Dynamics 5th 

Edition”, (London: Red Globe Press, 2016) hal. 14 
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Indonesia menjadi salah satu negara yang sedang dihadapkan dengan isu 

perubahan iklim yang diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca. 

Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mengurangi isu 

dekarbonisasi di Indonesia melalui perumusan sejumlah kebijakan dalam 

sektor energi untuk mencapai target Net Zero Emission (netralitas karbon) 

yang diharapkan akan terwujud pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal. 

Sebagai implementasi dari komitmen besar tersebut, pemerintah telah 

merancang rencana jangka panjang sesuai dengan Strategi Jangka Panjang 

untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (Long-Term Strategy for Low 

Carbon and Climate Resilience/LTS-LCCR.18  

Komitmen Indonesia dalam menghadapi isu perubahan iklim juga 

ditunjukkan dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding 

(Nota Kesepahaman) antara perusahaan yang berdomisili di Indonesia, PT. 

Bukit Asam Tbk dan Perusahaan Prancis Hydrogene De France (HDF) 

Energy pada 17 April 2023 untuk mendukung dekarbonisasi operasi oleh PT. 

Bukit Asam Tbk.19 Kerja sama ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon 

melalui pembangunan infrastruktur skala besar untuk penggunaan bahan 

bakar hidrogen di wilayah operasi PT. Bukit Asam Tbk.  

 
18 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), 2021, “COP 

ke-26, Menteri ESDM Sampaikan Komitmen Indonesia Capai Net Zero Emission”, 

https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/11/02/2999/cop.ke-

26.menteri.esdm.sampaikan.komitmen.indonesia.capai.net.zero.emission?lang=id (diakses pada 

tanggal 6 September 2023 pukul 12:46). 
19 Kedutaan Besar Republik Inonesia Paris Prancis, 2023, “Perusahaan Prancis Hydrogene De 

France (HDF) Energy Siap Bekerja Sama Dengan PT Bukit Asam untuk Mendukung Dekarbonisasi 

di Indonesia”, https://www.kemlu.go.id/paris/id/news/24192/perusahaan-prancis-hydrogene-de-

france-hdf-energy-siap-bekerja-sama-dengan-pt-bukit-asam-untuk-mendukung-dekarbonisasi-di-

indonesia (diakses pada tanggal 6 September 2023 pukul 13:20). 

https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/11/02/2999/cop.ke-26.menteri.esdm.sampaikan.komitmen.indonesia.capai.net.zero.emission?lang=id
https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/11/02/2999/cop.ke-26.menteri.esdm.sampaikan.komitmen.indonesia.capai.net.zero.emission?lang=id
https://www.kemlu.go.id/paris/id/news/24192/perusahaan-prancis-hydrogene-de-france-hdf-energy-siap-bekerja-sama-dengan-pt-bukit-asam-untuk-mendukung-dekarbonisasi-di-indonesia
https://www.kemlu.go.id/paris/id/news/24192/perusahaan-prancis-hydrogene-de-france-hdf-energy-siap-bekerja-sama-dengan-pt-bukit-asam-untuk-mendukung-dekarbonisasi-di-indonesia
https://www.kemlu.go.id/paris/id/news/24192/perusahaan-prancis-hydrogene-de-france-hdf-energy-siap-bekerja-sama-dengan-pt-bukit-asam-untuk-mendukung-dekarbonisasi-di-indonesia
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Hydrogene De France (HDF) Energy adalah perusahaan asal Prancis 

yang didirikan pada 2012 yang bergerak dalam konstruksi, pemeliharaan, dan 

pengoperasian pembangkit listrik. Perusahaan ini berfokus dalam teknologi 

berbasis hidrogen dengan kapasitas multimegawatt. Hydrogene De France 

(HDF) Energy percaya bahwa hidrogen merupakan satu-satunya cara untuk 

menyimpan energi dalam skala besar tanpa polusi, hal ini juga sejalan dengan 

produksi energi baru terbarukan yang sedang dijalankan oleh Indonesia.  

PT Bukit Asam Tbk adalah perusahan pertambangan batu bara milik 

negara di Indonesia yang didirikan pada 2 Maret 1981 memiliki tambang batu 

bara di Sumatera Selatan. PT Bukit Asam Tbk juga memiliki investasi dalam 

beberapa proyek pembangkit listrik dan pasokan batu bara. PT Bukit Asam 

Tbk aktif dalam sektor pertambangan batu bara yang mencakup sejumlah 

kegiatan seperti survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, 

transportasi, dan perdagangan batu bara. 

PT Bukit Asam Tbk juga telah menjalani bisnis energi baru dan 

terbarukan yang membuktikan peran penting PT Bukit Asam Tbk dalam 

mendukung ketahanan energi nasional.20 Salah satu contohnya adalah dengan 

menjalin kerja sama dengan Perusahaan Prancis Hydrogene De France (HDF) 

Energy untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia. Kerja sama ini bukan 

hanya merupakan langkah inovatif dalam sektor energi baru dan terbarukan, 

namun sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. 

 
20  Bukit Asam, 2023, “Profil Perusahaan”. https://www.ptba.co.id/tentang/profil-perusahaan, 

(diakses pada tanggal 8 September 2023 pukul 09.13) 

https://www.ptba.co.id/tentang/profil-perusahaan
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Teknologi hidrogen hijau yang diterapkan oleh Hydrogene De France 

(HDF) Energy dapat menciptakan sumber energi terbarukan yang konsisten 

dan menjadi solusi dalam upaya dekarbonisasi. Daya hidrogen dapat menjadi 

sumber energi berkelanjutan yang sangat diperlukan untuk mencapai target 

emisi karbon yang lebih rendah dalam rangka dekarbonisasi. 

Kerja sama yang dilakukan antara Hydrogene De France (HDF) Energy 

dan PT Bukit Asam Tbk dalam mendukung dekarbonisasi di Indonesia telah 

mencerminkan upaya bersama untuk menghadapi perubahan iklim, sesuai 

dengan yang telah diamanatkan melalui United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC). Dengan mengadopsi teknologi 

hidrogen dari Hydrogene De France (HDF) Energy, PT Bukit Asam Tbk 

berperan dalam mendukung target dekarbonisasi dan mengurangi emisi 

karbon di sektor energi dan pertambangan. Kerja sama internasional yang 

dilakukan antara Hydrogene De France (HDF) Energy dan PT Bukit Asam 

Tbk juga telah menunjukkan sinergi antara Prancis dan Indonesia dalam 

upaya dekarbonisasi.  

Setelah mempertimbangan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan 

judul “ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL ANTARA 

PERUSAHAAN PRANCIS HYDROGENE DE FRANCE (HDF) 

ENERGY DAN PT BUKIT ASAM TBK DALAM MENDUKUNG 

DEKARBONISASI DI INDONESIA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan hukum internasional dan ratifikasinya dalam 

hukum nasional pada pengembangan kerja sama internasional dalam 

mendukung upaya dekarbonisasi di Indonesia? 

2. Bagaimana hubungan hukum kerja sama internasional yang dilakukan 

Hydrogene De France (HDF) Energy dan PT Bukit Asam Tbk dalam 

rangka mendukung upaya global dalam dekarbonisasi di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum internasional dan 

ratifikasinya dalam hukum nasional dalam pengembangan kerja sama 

internasional dalam mendukung upaya dekarbonisasi di Indonesia; dan 

2. Untuk mengetahui & menganalisis hubungan hukum Hydrogene De 

France (HDF) Energy dan PT Bukit Asam Tbk dalam menanggulangi 

dekarbonisasi di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih 

komprehensif dan dapat diaplikasikan secara luas dengan 2 (dua) kategori 

kegunaan, yakni: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman teoritis pada kerja 

sama internasional terkait dekarbonisasi di Indonesia, serta dapat 

dijadikan landasan dan sumber kepustakaan bagi penelitian selanjutnya 

yang sesuai dengan kajian bersangkutan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan serta masukan 

kepada stakeholder terkait dalam melakukan kerja sama internasional, 

serta dapat menjadi rekomendasi kebijakan dan pembanding sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian yang ditulis dengan judul “Analisis Kerja Sama Internasional 

antara Perusahaan Prancis Hydrogene De France (HDF) Energy dan PT Bukit 

Asam Tbk dalam Mendukung Dekarbonisasi di Indonesia” membatasi 

pembahasan pada analisis kerja sama internasional yang terjadi antara 

Hydrogene De France (HDF) Energy dan PT Bukit Asam Tbk yang 

mencakup analisis tentang kerangka hukum yang mengatur kerja sama dalam 

konteks dekarbonisasi di Indonesia, seperti United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) dan peraturan lain yang relevan. 

Penelitian ini juga akan membahas hubungan hukum yang timbul dari kerja 

sama yang dilakukan. 
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F. Kerangka Teori 

Pada dasarnya, kerangka teori adalah dasar pemikiran atau hipotesis 

dasar yang memberikan penjelasan mengenai konteks masalah.21 Beberapa 

teori yang dapat diterapkan untuk menganalisis legalitas dan efektivitas 

pembentukan kerja sama internasional terkait upaya dekarbonisasi di 

Indonesia, yaitu: 

1. Teori Keadilan Ekonomi  

Hukum dan ilmu hukum sangat bergantung pada kontribusi disiplin 

ilmu lain, termasuk ilmu ekonomi. Dalam hal ini, ilmu ekonomi dapat 

digunakan sebagai pendekatan untuk mengevaluasi dan menentukan 

kinerja hukum tersebut. Keberhasilan ekonomi suatu negara dapat dilihat 

melalui kesuksesannya dalam merumuskan dan menerapkan hukum yang 

sesuai/adequate, baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. 

Pengaturan hukum yang sesuai dapat memberikan panduan yang jelas 

(convincing roadmap) untuk mencapai kesuksesan ekonomi.22 

Richard A. Posner mengemukakan bahwa adanya peraturan hukum 

dalam masyarakat pada dasarnya merupakan alat untuk mengatur 

tindakan manusia yang pada dasarnya ingin meningkatkan 

kesejahteraannya, dan hal ini terkait dengan aspek ekonomi. Oleh karena 

 
21 Buchari Lapau, “Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi”, (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 32 
22 Fajar Sugianto, “Economic Approach to Law Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum Seri 

II”, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hal. 11. 
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itu, hukum dirancang dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara luas.23 

Pengambilan keputusan dilakukan untuk mencapai keadilan 

ekonomi bagi setiap masyarakat dengan melakukan analisis 

menggunakan ilmu ekonomi atau disebut sebagai Economic Analysis of 

Law (EAL) yang merupakan sebuah metode yang memanfaatkan prinsip-

prinsip ekonomi dalam mengevaluasi permasalahan hukum.  

Economic Analysis of Law (EAL) dapat menjadi economic standard 

dengan didasari oleh tiga hal dasar, antara lain:24 

1. Nilai (Value) 

Dalam konteks keadilan ekonomi, economic analysis of law 

memperhatikan nilai-nilai dasar dalam merancang kebijakan 

ekonomi dan hukum agar menciptakan kebijakan yang adil dan 

berkelanjutan. 

2. Kegunaan (Utility) 

Konsep economic analysis of law mempertimbangkan efektivitas 

kebijakan ekonomi dan hukum dengan menekankan manfaat yang 

substansial bagi masyarakat sebagai tolak ukur keadilan. 

3. Efisiensi (Efficiency) 

Economic analysis of law menekankan pada efisiensi sistem hukum, 

yaitu mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan 

 
23 Richard A. Posner, “Economic Analysis of Law 7th- Edition”, (New York, Aspen Publishers, 

2007), hal 3. 
24 Richard A. Posner, Op. cit, hal. 15. 
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maksimum bagi masyarakat. Kebijakan ekonomi dan hukum dapat 

dirancang untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat 

dalam mendistribusikan sumber daya yang digunakan. 

Posner juga berpendapat bahwa pendekatan Economic Analysis of 

Law memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam hukum. 

Dalam hal ini, hukum dimanfaatkan sebagai alat ekonomi untuk 

mencapai maximization of happiness. 25  Konsep tersebut kemudian 

berkembang dan dikenal sebagai the economic conception of justice yang 

berarti hukum dibentuk dan digunakan dengan tujuan utama untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (enhancing 

overall societal welfare). Posner memandang bahwa pemahaman yang 

lebih baik terhadap hukum dapat mempermudah evaluasi dampak 

perkembangannya. 

“... we can easily predict what reactions people may have to a 

proposed act by simply measuring, in economic terms, how much people 

will get of what they desire from the proposed act.”26 

 

The Economic Conception of Justice digunakan sebagai landasan 

penilaian implikasi hukum terhadap masyarakat secara umum agar lebih 

mudah memahami tanggapan masyarakat terhadap peraturan hukum 

yang berlaku, termasuk memastikan bahwa upaya mengurangi emisi 

 
25  Bushan K. Jomadar, 2009, “The ISDA Master Agreement – The Rise and Fall of a Major 

Financial Instrument”, University of Westminster,  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1326520 (diakses pada 19 September 2023 

pukul 16:40). 
26 Richard A. Posner, Op. cit, hal 249. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1326520
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karbon dan perubahan iklim turut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan 

dalam pembagian manfaat dan beban di seluruh masyarakat global. 

 

2. Teori Kerja Sama Internasional 

Seluruh negara di dunia tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi 

kebutuhan dan mendorong perkembangan serta kemajuan negaranya 

sendiri. Perkembangan hubungan antar negara di dunia ditandai dengan 

terciptanya berbagai bentuk kerja sama internasional. 

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerja sama internasional dapat 

didefinisikan sebagai berikut:27 

a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan 

saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu yang dipenuhi oleh 

semua pihak sekaligus. 

b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang 

diambil oleh negara lain akan membantu negara tersebut untuk 

mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. 

c. Perjanjian atau penyelesaian masalah tertentu antara dua negara atau 

lebih dengan tujuan memanfaatkan kesamaan kepentingan atau 

menyelesaikan konflik kepentingan. 

d. Peraturan, baik yang resmi maupun tidak resmi, mengenai transaksi 

di masa depan yang dibuat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. 

 
27 K. J. Holsti, Op. cit, hal. 652-653. 
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e. Transaksi antar negara yang dilakukan untuk memenuhi perjanjian 

mereka. 

Kalevi Jaakko Holsti, dalam karyanya yang berjudul International 

Politics, A Framework for Analysis juga mengemukakan pandangan 

bahwa: 

“International relations may refer to all forms of interaction 

between the members of separate societies, whether sponsored by the 

government or not, the study of international relations would include the 

analysis of foreign policies or political processes between the nations, 

however, with its interest in all fact of relations between distinct societies, 

it would include as well studies or international trade, transportation, 

communication and the development of international values and 

ethics.”28 

 

Salah satu alasan utama mengapa suatu negara terlibat dalam kerja 

sama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya 

yang tidak dapat terpenuhi dari dalam negaranya. Oleh karena itu, negara 

perlu bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai tujuan-tujuan dan 

kepentingan nasionalnya yang berbeda-beda.29  

Teori mengenai kerja sama internasional memberikan landasan yang 

kuat untuk melakukan kerja sama dalam menerapkan segala 

permasalahan termasuk permasalahan mengenai perubahan iklim global. 

Hal ini menegaskan bahwa negara-negara harus bekerja sama secara aktif 

untuk mengatasi perubahan iklim dan menjaga kesejahteraan bersama 

dalam konteks yang semakin terinterkoneksi secara global. 

 
28 K. J. Holsti, “International Politics, A Framework for Analysis”, (New Jersey: Prentice-Hall, 

1992), hal. 10. 
29 Sjamsumar Dam dan Riswandi, “Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan 

Masa Depan”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995) hal. 15. 
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3. Teori Green Economy/Ekonomi Hijau 

Menurut Antasari, green economy merupakan konsep yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa menyebabkan risiko 

kerusakan lingkungan hidup.30 United Nations Environment Programme 

(UNEP) juga memberi pengertian bahwa green economy merupakan 

suatu bentuk ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan 

sosial dan kesejahteraan masyarakat. Konsep Green Economy berfokus 

pada usaha mengurangi dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap 

kelangkaan sumber daya alam dan masalah lingkungan. Dengan 

demikian, interpretasi mengenai green economy adalah upaya untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat umum yang menjadi tujuan utama 

dalam aktivitas ekonomi, sehingga dapat menciptakan keadilan, baik 

dalam hal lingkungan maupun pemanfaatan sumber daya alam.31  Ciri 

utama dari green economy dapat diidentifikasi melalui: 

1. Peningkatan jumlah dan mutu lapangan pekerjaan di sektor hijau; 

2. Peningkatan investasi yang berkelanjutan; 

3. Pengurangan konsumsi energi dalam proses produksi; 

4. Pertumbuhan pasar di sektor hijau; 

5. Pengurangan konsumsi yang menghasilkan limbah (decrease in 

wasteful consumption); dan 

 
30  Dewi Wungkus Antasari, “Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan 

Berkelanjutan di Kota Kediri”, Vol.5 No, 2, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2019, hal. 87. 
31  R. Agung Utama, dkk, “Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi’ah dalam Green 

Economy”, Vol. 10 No. 2, Jurnal Ekonomi Islam, 2019, hal. 246. 
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6. Penurunan emisi gas karbon dioksida (CO2) serta tingkat polusi 

dalam perbandingan dalam pertumbuhan produk domestik bruto 

(GDP).32 

Untuk mencapai green economy, dibutuhkan transformasi dari kegiatan 

ekonomi yang tinggi karbon ke kegiatan ekonomi low carbon atau rendah 

karbon yang berasal dari UNFCCC. Dalam penyusunan UNFCCC juga 

terjadi kesepakatan mengenai Low Emission Development Strategy atau 

Strategi Pembangunan Rendah Emisi, yang bertujuan untuk pembangunan 

berkelanjutan melalui konsep green economy. 33 Peran teknologi sangat 

dibutuhkan dalam menuju keberhasilan green economy. Melalui pemanfaatan 

teknologi, pengembangan dan pencapaian tujuan ekonomi dapat terus 

berlangsung, serta secara bersamaan mengurangi dampak negatif kerusakan 

lingkungan.34  

Upaya ekonomi berkelanjutan dapat diimplementasikan tanpa 

menimbulkan dampak negatif, hal ini dapat menghasilkan manfaat ekonomi 

seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan investasi 

modal. Oleh karena itu, green economy dianggap memiliki potensi besar 

sebagai alat untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.35 

 
32  Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, “Prakarsa Strategi Pengembangan 

Konsep Green Economy”, (Indonesia: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 

2014), hal. 81. 
33  Indarta Komala Dewi, dkk, “Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Ecnomony Di 

Indonesia (Tahun 2010-2012) Buku I: Sintetis, Direktorat Lingkungan Hidup Deputi Bidang Sumber 

Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS), 2013, hal. 58. 
34 Department of Economic and Social Affairs, “World Economic And Social Survey 2011 – The 

Great Green Technological Transformation”, (New York: UN Publications, 2011), hal. ix. 
35 Indarta Komala Dewi, dkk, Loc.cit, hal. 8. 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan cara untuk mengekspresikan keinginan untuk 

memahami suatu hal melalui pendekatan ilmiah. 36  Menurut Soerjono 

Soekanto, Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan 

pendekatan sistematis, metodis, dan konsisten. Tujuannya adalah untuk 

mengungkap kebenaran, yang merupakan manifestasi dari keinginan manusia 

untuk memahami situasi atau permasalahan yang dihadapinya.37 

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan mengevaluasi data dengan validitas tinggi, bertujuan 

untuk memberikan pemahaman baru serta mendukung pembuktian. Dengan 

cara ini, data dapat digunakan untuk memahami, mengantisipasi, dan 

mengatasi berbagai masalah.38 Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Tipe Penelitian 

Penulisan skripsi ini akan menerapkan tipe penelitian normatif. Tipe 

penelitian ini dipilih karena penulis menganalisis rumusan masalah 

dengan menggunakan beragam referensi pustaka sebagai data dalam 

penyusunan skripsi ini. Metode penelitian normatif atau yang juga 

dikenal sebagai Penelitian Hukum Kepustakaan, adalah pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian hukum yang melibatkan analisis berbagai 

 
36 Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hal. 27-28. 
37 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3. 
38  Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”. 

(Depok: Prenadademia Group, 2016), hal. 3. 



32 

 

 

 

bahan pustaka yang tersedia sebagai sumber data.39 Pada tipe penelitian 

ini, hukum didefinisikan sebagai apa yang tercantum dan diatur dalam 

peraturan undang-undang atau dianggap sebagai norma yang mengatur 

perilaku manusia yang dianggap sesuai.40 

Penulisan skripsi ini akan mengkaji dari beberapa aspek, yaitu teori 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif 

adalah upaya sistematis untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip 

hukum, dan konsep hukum yang dapat digunakan dalam masalah hukum 

yang sedang dihadapi.41  Jenis penelitian normatif juga dikenal dengan 

istilah “doctrinal research” atau “penelitian doktrinal”. 42 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan seluruh metode dan langkah-

langkah yang digunakan dalam proses penelitian mulai dari merumuskan 

masalah hingga menarik kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian 

hukum, terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang 

sedang diteliti.43 

 
39 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, 

Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14. 
40 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006), hal. 118. 
41 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 35. 
42 Johny Ibrahim, “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Banyumedia 

Publishing, 2006) hal. 46. 
43 Peter Mahmud Marzuki, loc. cit. hal. 133. 
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Penelitian ini akan menggunakan beberapa cara pendekatan, antara 

lain: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis menyeluruh 

terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan 

masalah yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan juga 

dapat mengevaluasi apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian 

antara peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang 

berkaitan.44 

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

Pendekatan konsep berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pemahaman 

tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ini menjadi dasar 

dalam membangun argumentasi hukum untuk menjawab masalah 

hukum yang dibahas.45 

 

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain: 

 

 

 
44 Ibid 
45 Ibid, hal. 135. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer mencakup 

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dokumen-

dokumen yang terkait, dan keputusan yang dikeluarkan oleh 

lembaga peradilan. 46  Dalam penelitian ini, bahan hukum primer 

yang digunakan adalah: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC), New York 1992; 

3) Kyoto Protocol to the UNFCCC, Kyoto 1997; 

4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian 

Internasional 

5) The Paris Agreement, Paris 2015; 

6) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

United Nations Framework Convention on Climate Change 

(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Mengenai Perubahan Iklim); 

7) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 tentang 

Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework 

Convention on Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi 

 
46 Ibid, hal, 181. 
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Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang 

Perubahan Iklim); dan 

8) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework 

Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas 

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai Perubahan Iklim). 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berperan dalam memberikan penjelasan 

tentang sumber bahan hukum primer. 47  Bahan hukum sekunder 

terdiri dari sumber publikasi dan informasi mengenai hukum seperti 

buku-buku, karya tulis, jurnal hukum, makalah maupun artikel yang 

relevan dengan penelitian. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 

sekunder yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum tersier 

terdiri dari surat kabar, ensiklopedia, internet, kamus hukum, dan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 
47 Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 

13. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian 

ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan (Library Research) 

adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelitian bahan-

bahan hukum. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan penelitian ini.48 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penulis akan melakukan 

analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan 

ini merupakan metode untuk memecahkan masalah atau merumuskan 

kesimpulan dengan menyajikan data yang telah diperoleh, kemudian 

merumuskan kesimpulan berdasarkan data tersebut.49  

 

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan merupakan bagian penting dari proses 

penelitian.50 Penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini dilakukan 

dengan metode induktif, yatu penarikan kesimpulan berdasarkan data-

data yang khusus untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum. 

 
48 Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Hukum”. (Bandung: Penerbit Maju, 2008), hal. 

35. 
49 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hal. 52. 
50 Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 

hal, 209-210. 
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